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ABSTRAK 

Helya Indiana Pramudita. 2023. Evaluasi Penerapan dan Perlakuan Aset Tetap 

Berdasarkan PSAP No 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Program 

Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Bahri 

Kamal, S.E, MM; Pembimbing II: Krisdiyawati, S.E., M.Ak, Ak. 

Aset tetap merupakan  aset berwujud yang digunakan dalam produksi untuk 

tujuan administratif dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan perlakuan aset tetap berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 pada Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Tegal. Metode analisis dalam penelitian yaitu metode analisis 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif melalui data sekunder yang 

diperoleh dari Data Laporan Keuangan asset tetap berupa laporan barang 

pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal tahun 2022. Penelitian ini menemukan bahwa metode 

penyusutan yang digunakan dalam menyusutkan aset tetap menggunakan metode 

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset 

tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan dan perlakuan PSAP No. 07 terhadap aset tetap 

terkait klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, 

penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan telah sesuai dan memenuhi 

prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Namun Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Tegal perlu lagi melengkapi data-data aset tetap yang masih 

kurang dalam daftar inventaris barang. 

 

 

Kata Kunci : Aset Tetap, Evaluasi, Penyusutan Aset Tetap, PSAP No 07 
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ABSTRACT 

Pramudita, Helya Indiana. 2023. Evaluation of the Application and Treatment 

of Fixed Assets Based on PSAP No. 07 at the Tegal District Attorney's Office. 

Diploma III Study Program in Accounting. Mutual Hope Polytechnic. Advisor I: 

Bahri Kamal, S.E, MM; Advisor II: Krisdiyawati, S.E., M.Ak, Ak. 

Fixed assets are tangible assets used in production for administrative 

purposes and have a useful life of more than 12 months. This study aims to 

determine the application and treatment of fixed assets based on Statement of 

Governmental Accounting Standards (PSAP) No. 07 at the Tegal District 

Attorney's Office. The method of analysis in this study is a qualitative descriptive 

analysis method with a quantitative approach through secondary data obtained 

from fixed asset financial report data in the form of a combined intracompatable 

and extracompatable user goods report at the Tegal Regency District Attorney's 

Office in 2022. This study found that the depreciation method used to depreciate 

fixed assets using the straight-line method, namely by allocating the depreciable 

value of fixed assets evenly each semester over their useful lives. The results 

showed that the application and treatment of PSAP No. 07 on fixed assets related 

to asset classification, recognition, measurement, valuation, depreciation, 

retirement and disposal, as well as disclosures are in accordance with and 

comply with the principles of PSAP No. 07 concerning fixed asset accounting. 

However, the Tegal District Attorney's Office needs to complete data on fixed 

assets that are still lacking in the inventory list. 

 

Keywords: Fixed Assets, Evaluation, Depreciation of Fixed Assets, PSAP No 07 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset 

tetap ialah aset fisik yang memiliki masa pakai lebih dari 12 bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum. PSAP 

07 bertujuan untuk mengatur cara mengakuntansi aset tetap, termasuk 

pengakuan, penentuan nilai tercatat, dan penentuan perlakuan akuntansi 

untuk penilaian ulang dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset 

tetap (Palandeng et al., 2022). Aset tetap merujuk pada barang-barang 

seperti gedung, mesin, dan benda-benda lain yang secara rutin digunakan 

oleh pemerintah dan memiliki masa pakai yang lama. Seiring berjalannya 

waktu, nilai aset-aset tersebut akan menurun dan dapat menyebabkan 

kerugian bagi pemerintah. Untuk memastikan bahwa aset tetap diakui 

sebagai kepemilikan negara atau daerah, pemerintah memerlukan suatu 

sistem. Sistem ini mencakup aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah 

untuk mengelola aset tetap, serta kebutuhan akan tenaga ahli untuk 

melakukan pengakuan. Pengakuan aset tetap memiliki beberapa aspek yang 

harus dipenuhi, termasuk peraturan yang berlaku dan kebutuhan akan orang 

yang terampil dan terlatih untuk melakukan pengakuan.
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Pengelolaan akuntansi aset permanen telah diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) yang tercantum dalam 

Lampiran PP 24 Tahun 2005 dan juga PSAP 07 dalam Lampiran II PP 71 

Tahun 2010. PSAP 07 ini memberikan arahan bagi instansi pemerintah 

untuk melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

aset permanen berdasarkan peristiwa yang terjadi. 

Dalam PSAP 07 dijelaskan bahwa aset tetap merujuk pada aset yang 

berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan 

umum. Selain itu, Paragraf 8 menjelaskan bahwa klasifikasi aset tetap 

didasarkan pada kesamaan sifat atau fungsinya dalam operasi entitas. 

(Mustaqim & Pardana, 2022). Manajemen aset permanen terkait erat dengan 

risiko atau kondisi kerugian yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan 

karena kerusakan atau cacat fisik. Dalam konteks penggunaan sistem 

akuntansi yang berlaku, pengakuan dan penilaian aset permanen harus 

dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Identifikasi aset permanen dalam 

neraca dan pencatatan akuntansi untuk aset permanen harus mematuhi 

peraturan nasional yang berlaku. Hal ini sangat penting dan sering 

diterapkan dalam praktik bisnis. 

Permasalahan yang sering mempengaruhi pengelolaan aset tetap di 

pemerintah daerah meliputi pencatatan, penilaian, pelaporan, manajemen, 

perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan dan penghapusan barang 

daerah. Pengelolaan aset merupakan unsur penting dalam penyusunan 
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neraca pemerintah, sehingga harus dijalankan dengan tertib dan sistematis. 

Karena aset tetap merupakan bagian penting bagi instansi pemerintah, 

pelaporannya harus terlihat jelas dalam neraca. Penggunaan aset tetap yang 

tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja suatu lembaga. 

Karenanya, penerapan PSAP No. 07 diwajibkan bagi seluruh lembaga 

pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan, termasuk pengelolaan aset 

tetap pada lembaga-lembaga di daerah. 

Aset tetap meliputi semua aset fisik yang digunakan oleh pemerintah 

untuk kepentingan publik dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal harus 

dipantau secara konstruktif dalam pengelolaan keuangan negara dan wajib 

mengikuti kebijakan pemerintah dalam menyusun laporan akuntansi aset 

tetap sesuai dengan PSAP 07. Penggunaan dan pemanfaatan aset tetap 

sangat penting, maka pencatatan harus mengikuti prinsip-prinsip 

manajemen aset. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal akan terus menambah 

aset tetapnya seiring dengan program pemerintah untuk menjalankan 

pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk mendukung kelancaran operasional Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal dalam melayani pendaftaran tilang bagi seluruh 

masyarakat wilayah Kabupaten Tegal, sangat penting untuk memastikan 

tersedianya Aset Tetap yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan aset 

harus dilakukan secara sistematis agar dapat mengurangi ketidaksesuaian 

kondisi aset dengan laporan dan menghindari kesalahan dalam pencatatan. 
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Selain itu, perlu memperhatikan kondisi keberadaan Aset Tetap. Meskipun 

pelaporan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah sesuai 

dengan PSAP No 07, namun masih ditemukan beberapa daftar aset tetap 

yang mengalami kerusakan ringan maupun berat namun belum dihapuskan 

dari daftar inventaris aset. Adapun masalah Aset Tetap di Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Tegal yang melibatkan kondisi fisik bangunan yang 

tidak memadai dan tidak sesuai dengan Laporan Aset Tetap. Meskipun 

Laporan Aset Tetap menyatakan bahwa bangunan tersebut dalam kondisi 

baik, namun kenyataannya kondisi fisiknya buruk. Selain itu, di ruang 

pendaftaran tilang, terjadi kebocoran saat hujan dan beberapa peralatan 

untuk menyimpan berkas-berkas tilang rusak dan tidak dapat digunakan 

lagi. Keadaan ini dapat mengganggu kelancaran proses pendaftaran tilang 

karena belum diperbaiki selama beberapa waktu. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan pengevaluasian penelitian tentang akuntansi aset tetap di 

Kejaksaan Kabupaten Tegal dan membandingkan dengan PSAP No. 07 

sehingga peneliti mengambil judul “  Evaluasi Penerapan Dan Perlakuan 

Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat menentukan 

rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

evaluasi penerapan dan perlakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal sesuai dengan PSAP No. 07?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan dan 

perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 di Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Tegal.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

Bagi penulis : 

1. Dapat menambah wawasan terkait dengan penerapan aset tetap 

berdasarkan PSAP No. 07 pada instansi pemerintahan. 

2. Dapat menambah wawasan terkait perlakuan aset tetap berdasarkan 

PSAP No. 07 pada instansi pemerintahan. 

3. Mengetahui tentang standar akuntansi di instansi pemerintahan dalam 

hal ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. 

Bagi Politeknik Harapan Bersama 

1. Mengetahui hasi dari penelitian yang di telat di teliti oleh mahasiswa 

DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama 
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2. Sebagai dasar penelitian terhadap suatu fenomena perkembangan 

standar akuntansi di instansi pemerintahan 

Bagi pembaca : 

1. Sebagai pengetahuan tentang standar akuntansi di instansi 

pemerintahan 

2. Dapat sebagai acuan untuk penyusunan karya tulis lainnya 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibatasi dalam penerapan dan perlakuan aset 

tetap yang berdasarkan PSAP No. 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal yang menggunakan data pada  Laporan Barang Pengguna Gabungan 

Intrakomptabel Dan Ekstrakomptabel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
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1.6 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat digambarkan melalui 

kerangka pemikiran ini. Kerangka berpikir ini menggambarkan proses 

evaluasi penerapan dan perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP no. 07 pada 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal periode 2022.  

Gambar 1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Umpan  Balik 

 

Permasalahan : 

Terdapat bangunan 

dan peralatan untuk 

menyimpan berkas 

tilang yang kondisi 

fisiknya kurang baik 

dan tidak sesuai 

dengan Laporan Aset 

Tetap pada Kejaksaan 

Negeri Kabupaten 

Tegal. 

. 

Strategi 

pemecahan 

masalah : 

Melakukan evaluasi 

terhadap penerapan dan 

perlakuan aset tetap 

berdasarkan ketentuan 

PSAP Nomor 07 pada 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal. 

Rumusan masalah : 

Bagamana evaluasi 

penerapan dan perlakuan 

aset tetap di Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Tegal  

sesuai dengan PSAP No 

07? 

 

Analisis Data : 

Metode Analisis 

Deskriptif Kualitatif  

Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil evaluasi 

dari penerapan dan perlakuan 

aset tetap berdasrkan PSAP 

No 07 pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal, dari 8 

(Delapan) komponen 

klasifikasi aset tetap terdapat 

1 (satu) komponen yang 

belum sesuai dengan PSAP 

No 07. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Tugas Akhir dibuat dengan tujuan untuk 

memudahkan pembaca memahami gambaran umum atau pembahasan 

secara sederhana mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

Uraian sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagian Awal  

Pada bagian awal berisi sampul depan dan judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas 

akhir, halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah 

demi kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

lampiran. 

2. Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

kerangka berpikir, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan penulis dalam penelitian seperti menjelaskan 

teori-teori  tentang definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, 
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pengakuan aset tetap serta pernyataan standar akuntansi 

pemerintahan (PSAP) No 07 tahun 2010. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan lokasi penelitian (tempat dan alamat), 

waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian gambaran umum objek penelitian. 

Memberikan secara singkat seperti profil singkat instansi, 

struktur organisasi. Pada hasil analisis data memuat laporan 

hasil penelitian dan pembahasan penelitian.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan garis besar kesimpulan yang diambil dari 

inti penelitian dan hasil penelitian. Pada saran berisi tindakan 

yang perlu diambil untuk di tindak lanjuti yang lebih baik 

dari hasil pemecahan masalah. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan semua pustaka yang dipakai penulis 

dalam mengerjakan tugas akhir baik itu berbentuk buku, 

majalah, website, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.  

3. Bagian Akhir 
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Bagian akhir berisi lampiran-lampiran yang memuat informasi 

tambahan untuk mendukung kelengkapan laporan penelitian penulis. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung 

kelengkapan laporan, antara lain laporan posisi BMN di neraca satker, 

laporan aset tetap, serta data-data lain yang diperlukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Aset 

Definisi Aset menurut FASB (Wadiyo, 2023), Aset adalah manfaat 

ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/ 

dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa 

lalu. 

Pengertian Aset (Aktiva) menurut Hidayat (2011) (Kho, 2019),  Aset 

adalah benda, baik itu benda yang berwujud (tangible) maupun yang tidak 

berwujud (intangible), bergerak ataupun tidak bergerak. Keseluruhan dari 

hal tersebut mencakup dalam kekayaan yang di sebut aktiva atau asetdari 

suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan. 

Dari beberapa penjelasan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

aset merupakan sumber ekonomi masa datang yang diperoleh oleh suatu 

entitas untuk dijadikan transaksi ekonomi dari berbagai pihak.  

2.2 Definisi PSAP No 07 

PSAP 07 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang 

aset tetap. PSAP 07 dapat ditemukan dalam lampiran IX PERATURAN 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 

TANGGAL 13 JUNI 2005 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dari pernyataan 

standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, termasuk 
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pengakuan, penentuan nilai tercatat, penilaian kembali, dan penurunan nilai 

tercatat. 

2.3 Definisi Aset Tetap 

Kriteria mengenai Aset Tetap dijelasakan dalam PSAP 07 dan 

Buletin Teknis 15 definisi aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum (Kementrian, 2019). 

Definisi aset tetap (fixed asset) menurut Reeve (2012:2) yaitu aset 

yang memiliki karakteristik jangka panjang atau relatif permanen dan dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang lama. Aset ini termasuk ke dalam aset 

fisik yang memiliki bentuk nyata. Aset tetap dimiliki dan dimanfaatkan oleh 

perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari operasi normal. (Siadari, 

2018) 

Definisi aset tetap menurut Martani (2012:271) ialah aset yang 

berbentuk fisik, seperti tanah dan bangunan, berbeda dengan paten atau 

merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik dan disebut sebagai aset 

tidak berwujud. (EduGoEdu, 2021) 

Dari beberapa definisi aset tetap yang sudah di jelaskan, maka dapat 

di ambil kesimpulan bahwa aset tetap merupakan  aset berwujud yang 

digunakan dalam produksi untuk tujuan administratif dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan.  
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2.3 Perlakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP No 07 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini berlaku untuk semua 

unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan 

mengatur pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan yang 

diperlukan.  

2.3.1 KLASIFIKASI ASET TETAP 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam 

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah 

klasifikasi aset tetap yang digunakan: 

1. Tanah; 

2. Peralatan dan Mesin; 

3. Gedung dan Bangunan; 

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

5. Aset Tetap Lainnya; dan 

6. Konstruksi dalam Pengerjaan. 

2.3.2 PENGAKUAN ASET TETAP  

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus  

berwujud dan memenuhi kriteria:  

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan  
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d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

2.3.3 PENGUKURAN ASET TETAP 

Pengukuran dapat dipercaya jika terdapat transaksi 

perdagangan dengan bukti pembelian aset tetap yang 

mengidentifikasi biayanya. Dalam situasi di mana suatu aset 

dibangun secara internal, suatu pengukuran yang dapat diandalkan 

atas biaya dapat diperoleh dari transaksi dengan pihak eksternal 

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, 

dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya 

akuisisi aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola mencakup 

biaya langsung untuk pekerjaan, material, dan biaya tidak langsung 

seperti biaya perencanaan dan pengawasan, peralatan, listrik, sewa 

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terkait dengan 

pembangunan aset tetap tersebut selama proses konstruksi. 

(Indonesia, 2018) 

2.3.4 PENILAIAN AWAL ASET TETAP 

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui 

sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada 

awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap 

diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar 

nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan 

penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap 

yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut 
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disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, 

atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya 

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. 

a. Komponen Biaya 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya 

atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya 

yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa 

aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat 

bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

b. Pertukaran Aset (Exchanges of Assets) 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran ata 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 

lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 

wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai 

tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah 

setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 

2.3.5 PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN ASET TETAP 

Menurut PSAP No. 07 pengeluaran setelah perolehan awal 

suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan 

datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan 

standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

bersangkutan. 
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Pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap menurut 

Reivaldy (2020) adalah : 

a) Pengeluaran untuk pemeliharaan (maintenance); 

b) Pengeluaran untuk reparasi (repair); 

c) Pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak 

(replacement); 

d) Pengeluaran untuk perbaikan (betterment); 

e) Pengeluaran untuk penambahan (addition); 

f) Pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap 

pada kondisi tetap baik; 

g) Pengeluaran yang bertujuan untuk perluasan atau peningkatan 

fasilitas yang ada. 

 Peneliti menyimpulkan bahwa pengeluaran setelah 

perolehan dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang masa 

pakai aset tetap agar kegiatan operasional yang dilakukan menjadi 

lancar serta untuk meningkatkan kapasitas aset tetap. 

2.3.6 PENYUSUTAN ASET TETAP 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi  

yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan 

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap 

dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penyesuaian nilai aset 

tetap dilakukan dengan berbagai teknik yang terstruktur sesuai 
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dengan masa pakai. Metode penyusutan yang dipakai harus 

mencerminkan kegunaan ekonomi atau kemungkinan layanan yang 

akan diberikan ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk setiap 

periode diakui sebagai pengurang dari nilai buku aset tetap dan 

diinvestasikan dalam aset tetap. Masa pakai aset tetap yang bisa 

disusutkan harus diperiksa secara berkala dan jika ada perbedaan 

besar dari perkiraan sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan 

yang akan datang harus disesuaikan. (indonesia, 2018)  

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:   

a) Metode garis lurus (straight line method); atau  

b) Metode saldo menurun ganda (double declining 

balance method)  

c) Metode unit produksi (unit of production method)  

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset 

tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik 

aset tersebut. 

2.3.7 PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP 

Sebuah aset tetap dihapuskan dari laporan keuangan ketika 

dilepaskan atau jika aset secara permanen dihentikan 

penggunaannya dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa 

mendatang. Aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau 
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dilepaskan secara permanen harus dihapuskan dari laporan 

keuangan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos 

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

2.3.8 PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN ASET TETAP 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-

masing jenis aset tetap sebagai berikut: 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat (carrying amount); 

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

yang menunjukkan: 

a. Penambahan; 

b. Pelepasan; 

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d. Mutasi aset tetap lainnya. 

3. Informasi penyusutan, meliputi: 

a. Nilai penyusutan; 

b. Metode penyusutan yang digunakan; 

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode; 
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2.4 Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan antara lain : 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA 

PENELITI, 

TAHUN 

JUDUL 

PENELITIAN 

METODE  HASIL 

PENELITIAN 

1.  Ria Amadita 

Natasia 

Palandeng, 

2022  

 

EVALUASI 

PENERAPAN 

PSAP NO. 7 

AKUNTANSI 

ASET TETAP 

PADA KANTOR 

DINAS 

KEBUDAYAAN 

DAN 

PARIWISATA 

KABUPATEN 

MINAHASA 

(Palandeng, 2022) 

metode analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

atau perlakuan 

PSAP No. 07 

terhadap aset 

tetap yang terkait 

klasifikasi aset, 

pengakuan, 

pengukuran, 

penilaian, 

pengeluaran, 

penyusutan, 

penghentian dan 
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pelepasan, serta 

pengungkapan 

telah sesuai dan 

memenuhi 

prinsip-prinsip 

PSAP No. 07 

tentang akuntansi 

aset tetap. 

Namun Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Kabupaten 

Minahasa perlu 

lagi melengkapi 

data-data aset 

tetap yang masih 

kurang dalam 

daftar inventaris 

barang. 

2.  Fariz 

Mustaqim, 

2022  

 

EVALUASI 

PENILAIAN 

AKTIVA TETAP 

MENURUT 

analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa penilaian 

aktiva tetap pada 
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STANDAR 

AKUNTANSI 

PEMERINTAH 

PADA KANTOR 

BAPPEDA 

KOTA 

BAUBAU” 

(Mustaqimm, 

2022) 

Kantor Bappeda 

Kota Baubau 

telah sesuai 

dengan PSAP 

No.7 tentang 

aktiva tetap 

mengenai 

pengakuan/penca

tatan, 

pengukuran/penil

aian, dan 

penyajian serta 

pengungkapan 

aktiva tetap 

3.  La Ode Anto 

(2021)  

 

ANALISIS 

PENERAPAN 

PSAP NO. 07 

TAHUN 2010 

TENTANG 

AKUNTANSI 

ASET TETAP 

PADA BADAN 

PENGELOLAAN 

metode analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Perlakuan 

akuntansi aset 

tetap Pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Aset 

Dan Pendapatan 

Daerah 
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KEUANGAN 

ASET 

PENDAPATAN 

DAERAH 

(BPKAPD) 

KABUPATEN 

MUNA BARAT 

(Anto, 2021) 

(BPKAPD) 

Kabupaten Muna 

Barat meliputi 

klasifikasi, 

pengakuan, 

pengukuran, 

penilaian awal 

aset tetap, 

pengukuran 

berikutnya 

terhadap 

pengakuan awal 

yaitu Penyusutan 

dan penilaian 

kembali aset 

tetap, 

pengungkapan 

dan penghentian 

dan pelepasan 

aset tetap sesuai 

dengan PSAP 

No.07 tahun 

2010, kecuali 
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Penyusutan Aset 

Tetap belum 

sepenuhnya 

sesuai. 

4.  Christian 

Morgan 

Moray 

(2021) 

ANALISIS 

PERLAKUAN 

AKUNTANSI 

ASET TETAP 

BERDASARKA

N PSAP NOMOR 

07 PADA DINAS 

KESEHATAN 

KOTA BITUNG 

(STUDI KASUS 

DI PUSKESMAS 

SAGERAT) 

(Moray, 2021) 

analisis 

deskriptif 

Kualitatif 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa komponen 

aset PSAP No 07 

yaitu klasifikasi 

aset, pengakuan, 

pengukuran, 

penilaian, 

pengeluaran, 

penyusutan, 

penghentian dan 

pelepasan, serta 

pengungkapan 

telah memenuhi 

prinsip PSAP No 

07 tentang 

akuntansi aset 

tetap. 
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5.  Fista A. 

Sujaya (2020),  

 

PENERAPAN 

PSAP NOMOR 

07 TENTANG 

AKUNTANSI 

ASET TETAP 

PADA BADAN 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAN ASET 

DAERAH KOTA 

BANDUNG. 

(Sujaya, 2020) 

analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

(PSAP) No. 07 

tentang akuntansi 

aset tetap pada 

Badan Pengelola 

Aset dan 

Keuangan 

Daerah Kota 

Bandung belum 

sepenuhnya 

sesuai. 

 

Sumber : Jurnal - jurnal penelitian terdahulu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain : 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 16 Dukuh Mingkrik, 

Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 

3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung dari bulan Februari 

sampai dengan bulan Juni 2023. 

3.3 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut  : 

3.3.1 Data kualitatif  

Data Kualitatif menurut Sugiyono (2015) (A, 2022) 

merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data 

kualitatif penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data evaluasi penerepan dan perlakuan aset tetap yang sesuai 

dengan PSAP No 07. 
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3.3.2 Data Kuantitatif  

Menurut Arikunto (2019, hlm. 27) (thabroni, 2022) 

penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai 

dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya.Data kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti data Laporan Barang Pengguna Gabungan 

Intrakomptabel Dan Ekstrakomptabel untuk periode yang 

berakhir pada 31 desember 2022 dan Laporan Posisi Badan 

Milik Negara Di Neraca Posisi per tanggal 31 desember 2022 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

3.4.1 Data Primer  

Husein Umar (2013), (a, 2022) Data primer dapat 

didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber pertama, 

baik yang berasal dari individu/perseorangan misalnya hasil dari 

wawancara dilakukan oleh peneliti seperti data hasil wawancara 

dan observasi yang diperoleh dari bagian keuangan di Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Tegal. 
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3.4.2 Data sekunder  

Data sekunder versi Arikunto (2013) (Abdhul, 2023)  

adalah data yang diperoleh melalui banyak dokumen. Bisa 

berbentuk dokumen grafis, foto, rekaman video dan masih 

banyak lagi. Intinya data sekunder ini bersifat data tambahan 

yang memperkaya data primer. Dalam hal ini sumber data yang 

diperoleh penulis didapatkan dari Data Laporan Keuangan asset 

tetap berupa laporan barang pengguna gabungan intrakomptabel 

dan ekstrakomptabel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tahun 

2022 dan jurnal- jurnal penelitian terdahulu.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Simplilearn (Latifatunnisa, 2022) mendefinisikan metode 

pengumpulan data adalah berbagai cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Untuk mendapatkan 

data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Wawancara 

 Menurut Sutrisno ( 1989:192 ), wawancara adalah proses 

pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani 

secara fisik, orang bisa melihat mukayang orang lain dan 

mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung 
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alat pemgumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang 

tersembunyi (laten) maupun manifest (Materi, 2023). 

3.5.2 Dokumentasi  

 Menurut Sugiyono (2018:476)  Dokumentasi adalah suatu cara 

yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 

buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan 

serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sastrawacana, 

2023).  

3.5.3 Studi Pustaka  

 Pengertian studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian 

teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 

diteliti (Abdhul, 2021) 

3.5.4 Observasi 

 Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan 

data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-

usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki 

(Afdan & Zaenudin, 2023). 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode penelitian (THABRONI, 2022) adalah  prosedur, langkah, 

atau tata cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dalam rangka 

penelitian dengan tujuan dan kegunaan spesifik. Seperti yang dijelaskan, 
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metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah mengacu pada kegiatan 

penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, 

dan sistematis seperti yang ditekankan dalam filsafat ilmu. Dalam penelitian 

ini, digunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif untuk menganalisis 

data. Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (Kresna, 

2019) yaitu dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan di 

lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Dalam penelitian ini, 

analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data. Seperti 

yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1984: 23), analisis mengikuti 

model interaktif. Terdapat empat tahap dalam proses analisis, yaitu sebagai 

berikut (KRESNA, 2019): 

 

Gambar 2 Alur Analisis Interaktif 
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3.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dilokasi penelitian 

dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi langsung di 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. 

3.6.2 Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mengevaluasi secara mendalam terkait dengan penerapan dan 

perlakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sesuai 

dengan PSAP No 07 tahun 2010. 

3.6.3 Penyajian Data 

Penyajian data berbentuk uraian singkat bagan, hubungan anatar 

kategori dan sejenisnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif 

berupa kalimat. Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian 

mengenai pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset 

tetap yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. 

3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian dengan hipotesis 

serta beberapa alasan yang menyebabkan hasil penelitian berbeda 

dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan di maksudkan untuk 

menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau di 

tolak. Seperti halnya penjelasan terkait penarikan kesimpulan diatas, 

maka dalam penelitian ini penarikan kesimpulannya yaitu terkait 
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dengan evaluasi penerapan aset tetap berdasarkan PSAP No 07 dan 

verifikasi berupa perlakuan yang terjadi tentang aset tetap sesuai 

dengan PSAP No 07 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum  Objek Penelitian 

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ialah badan negara yang bertugas 

melaksanakan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penegakan hukum. 

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa 

Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri merupakan bagian dari kekuasaan 

negara dalam bidang penegakan hukum, dan keduanya saling terkait dan 

tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia harus memainkan peran aktif 

sebagai lembaga penegak hukum, yang berfokus pada perlindungan 

kepentingan umum, pembelaan hak asasi manusia, serta pemberantasan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Kejaksaan terbaru 

menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah 

yang berfungsi independen tanpa memandang status atau pengaruh dari 

kewenangan penuntut umum atau pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 2 

Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2021.(RI, 2022) 

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 

Nomor : KEP-349/A/J.A/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 bahwa Nama 

Kejaksaan Negeri Slawi berubah menjadi : “KEJAKSAAN NEGERI 
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KABUPATEN TEGAL” yang berkedudukan di Slawi. Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal adalah instansi pelayanan masyarakat yang didirikan pada 

5 Juli 1984 sampai dengan 1 Desember 1984 oleh MUHTARUM. kantor 

Kejari Kab. Tegal terletak di Jl. Prof. Moh. Yamin No.16 Slawi Kabupaten 

Tegal. (Tegal, 2023) 

Untuk menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

memerlukan aset yang mendukung operasionalnya. Pada tahun 2022, total 

aset tetap yang dimiliki mencapai 5.501 item, dengan 23 item mengalami 

kerusakan ringan. Aset yang masih dalam kondisi baik memerlukan 

perawatan agar masa pakainya dapat diperpanjang dan tetap dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasional.  

4.2 Hasil penelitian 

Berdasarkan evaluasi penerapan dan perlakuan aset tetap sesuai 

dengan PSAP No 07, didapatkan melalui laporan keuangan yang disusun 

oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah menerapkan PSAP No 07 

tahun 2010 Sebagai Standar Akuntansi dalam menyajikan Laporan 

keuangan aset tetap. 

2. Penerapan dan perlakuan Aset tetap pada laporan keuangan telah 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Sistem akuntansi yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal berupa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI 

merupakan aplikasi digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung 
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implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi 

tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan 

keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, 

Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan 

keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut : 

a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. 

b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul 

Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul 

Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul 

Persediaan, dan modul Pembayaran. 

c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan. 

Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal yang telah dikelola melalui SAKTI ( Sistem Akuntansi 

Keuangan Tingkat Instansi) : 

Tabel 2 Aset Tetap Kejari Kab. Tegal 

Aset Tetap Jumlah 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Rp.  7.703.504.000,00 

Rp.   3.864.981.130,00 

Rp. 10.406.835.478,00 

Rp.        14.698.600,00 

Gedung dan Bangunan 

Aset Tetap Lainnya 

Sumber : CALK Kejari Kab. Tegal tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 2 yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI) diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap yang 

dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terdiri dari Tanah; 

Peralatan dan Mesin; Gedung dan bangunan; dan Aset Tetap Lainnya. 

Jumlah Aset Tetap tertingi adalah Gedung dan Bangunan. Sedangkan 

jumlah Aset Tetap terendah yaitu Aset Tetap Lainnya. 

4.2.1 Evaluasi Klasifikasi Aset Tetap 

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, aset tetap yang 

diklasifikasikan seluruhnya sesuai dengan klasifikasi aset tetap yang 

termasuk kedalam PSAP 07 yaitu tanah, pelatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Berikut ini rincian aset tetap 

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal : 

Tabel 3 Klasifikasi Aset Tetap Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

Akun 

Neraca 

Saldo per 1 Januari 2022 
Mutasi Saldo Per 31 Desember 

2022 Bertambah 

Kuantitas  Nilai Kuantitas Nilai Kuantitas  Nilai 

Tanah 4.338 m 

       

7.703.504.000  0 0 4.338 m 

      

7.703.504.000  

Peralatan 

dan 

Mesin 495 

       

3.758.430.728  10 

       

116.450.000  505 

      

3.874.880.728  

Gedung 

dan 

Bangunan 6 

     

10.406.835.478  0 0 6 

    

10.406.835.478  

Aset 

Tetap 

Lainnya 202 

            

14.698.600  0 0 202 

           

14.698.600  

Sumber : Laporan Barang Gabungan Satker Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal tahun 2022 



36 

 

 

Berdasarkan tabel yang didapatkan dari Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI) diatas, menunjukan bahwa nilai klasifikasi aset 

tetap yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal per 31 

Desember 2022 sebesar Rp 21.999.918.806 

4.2.2 Evaluasi Pengakuan Aset Tetap pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal 

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah  

mengakui adanya Aset Tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan. Aset tetap tersebut dihitung secara cermat 

dengan memperhitungkan biaya perolehan aset tetap yang terpercaya. 

Biaya perolehan aset dihitung secara akurat yang berarti seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut termasuk di 

dalamnya. Aset tetap yang diperoleh akan dimanfaatkan sesuai dengan 

fungsinya dan tidak akan dijual karena merupakan milik negara. 

Setiap aset akan diberi label inventaris yang mencantumkan kode 

barang dan nomor inventaris. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan : 

“Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. 

Nilai aset tetap yang kita sajikan berdasarkan harga perolehan 

atau harga wajar” 

Hal ini sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan : 
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“Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus 

berwujud dan memenuhi kriteria antara mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan aset 

dapat diukur secara andal.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian 

keuangan pernyataan terkait evaluasi pengakuan aset tetap pada 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan PSAP No 07.  

4.2.3 Evaluasi Pengukuran Aset Tetap pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal 

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah 

mengukur aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Jika aset tersebut 

diperoleh tanpa nilai atau tidak memungkinkan, maka biaya perolehan 

aset tetap tersebut diukur dengan nilai wajar aset tetap pada saat itu. 

Hal ini sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan : 

“Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun 

sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya 

dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas 

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain 

yang digunakan dalam proses konstruksi.” 
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Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pengukuran aset 

tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.  

4.2.4 Evaluasi Penilaian Awal Aset Tetap 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal melakukan penilaian awal 

aset tetap berwujud dengan biaya perolehan termasuk biaya-biaya 

yang mengikuti seperti biaya pengiriman, biaya pemasangan, pajak. 

Aset tetap yang diperoleh tanpa nilai, maka nilai aset tersebut 

menggunakan nilai wajar saat perolehan aset tetap tersebut. 

Hal ini sesuai dengan PSAP No. 07 yang menyatakan : 

“Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk 

diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, 

pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila 

aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 

adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.” 

a. Komponen Biaya 

Dalam perolehan aset tetap terdapat biaya-biaya yang 

mengikuti. Biaya-biaya tersebut berupa biaya pengiriman, 

biaya pemasangan, dan pajak. Biaya-biaya yang mengikuti 

tersebut akan ditambahkan dengan harga aset tetap sebagai 

nilai perolehan aset tetap. 

b. Pertukaran aset tetap 
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Aset Tetap pada Kejakasan Negeri Kabupaten Tegal 

dapat megalami pertukaran atau diperoleh dari pertukaran 

aset tetap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mencatat 

pertukaran aset tetap sebesar nilai wajar aset tetap. Jika 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal memperoleh aset tetap 

dari pertukaran maka aset tetap tersebut akan dicatat sesuai 

nilai aset tetap tersbut atau dengan nilai wajar saat 

perolehan jika aset tersebut tidak memiliki nilai. 

4.2.5 Evaluasi Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap 

Setiap aset membutuhkan perawatan agar dapat memperpanjang 

aset tersebut. Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, perawatan aset 

diperlukan untuk memperpanjang masa pakai aset. Aset yang 

membutuhkan perawatan seperti bangunan dan gedung, mesin, dan 

kendaraan beromotor. Beberapa aset tetap yang membutuhkan 

perawatan masih dibiarkan dan belum ditangani seperti ruang 

pendaftaran pendaftaran tilang yang bocor, lemari penyimpanan 

berkas tilang yang rusak, dan AC yang mati. Pengeluaran setelah 

perolehan awal ini tidak ditambahkan dengan nilai awal suatu aset.  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan : 

“Setiap barang yang masa manfaatnya diperpanjang pasti 

memerlukan biaya, tergantung pada tingkat kegunaannya. 

Biaya pemeliharaan tidak mempengaruhi biaya perolehan aset 

tetap yang dicatat secara terpisah. Biaya perawatan dicatat di 

dalam Laporan Realisasi Anggaran.” 

Hal ini belum sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan : 
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“Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

bersangkutan.” 

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pengeluaran setelah 

perolehan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal belum 

terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan PSAP No 07.  

4.2.6 Evaluasi Penyusutan Aset Tetap 

Hasil Penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terkait 

aspek penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode 

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan 

dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. 

Masa manfaat aset tetap yang di terapkan Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel masa manfaat dalam rangka 

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas 

Pemerintah Pusat. 
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Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap  Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin  2 s.d 20 Tahun 

Gedung dan Bangunan  10 s.d 50 Tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi  5 s.d 40 Tahun 

Aset tetap lainnya  4 Tahun 

Sumber : CALK Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tahun 2022 

Hal ini sesuai dengan PSAP No 07 yang menyatakan : 

“Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai 

metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode 

penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan 

manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) 

yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk 

masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat 

aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat 

aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik 

dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, 

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus 

dilakukan penyesuaian.”  

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi penyusutan aset 

tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.  
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4.2.7 Evaluasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

menyatakan bahwa aset tetap  diberhentikan penggunaanya secara 

permanen dan dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari 

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang 

pengelolaan BMN (Barang Milik Negara). Secara teoritis, manfaat 

atas penggunaan suatu aset dibanding biayanya akan lebih optimal 

apabila digunakan selama umur ekonomisnya. Pada akhir masa 

manfaat, aset dihentikan penggunaannya untuk kemudian dihapuskan. 

Penghentian penggunaan dilakukan dalam BMN (Barang Milik 

Negara) sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah atau penyediaan layanan umum sesuai dengan 

PSAP No 07 yang menyatakan : 

“Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan 

atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan 

tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap 

yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi 

dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan.” 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian keuangan : 

“Aset tetap yang dihentikan penggunaannya karena aus, 

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang semakin berkembang, rusak berat, hilang, tidak sesuai 
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dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa 

kegunaannya telah berakhir akan direklasifikasi ke aset lain-

lain pada pos aset lainnya”  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku bagian 

keuangan, pernyataan terkait evaluasi penghentian dan pelepasan aset 

tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.  

4.2.8 Evaluasi Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap 

Hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

terkait Laporan Keuangan Pemerintah mengungkapkan dasar 

penilaian untuk aset tetap, nilai penyusutan, serta nilai buku aset 

tetap setelah dikurangi penyusutan. Nilai penyusutan aset tetap 

yang disajikan merupakan hasil perhitungan bidang pengelolaan 

BMN (Barang Milik  Negara) sehingga Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal hanya menyajikan pada laporan keuangan. 

Pengungkapan Aset Tetap ini sesuai dengan PSAP No. 07 yang 

menyatakan : 

“Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-

masing jenis aset tetap sebagai berikut : Dasar penilaian yang 

digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; 

Informasi penyusutan.” 
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Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pengungkapan dan 

penyajian aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sudah 

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan PSAP No 07.  
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4.3 PEMBAHASAN 

Berdasarkan Evaluasi Penerapan dan Perlakuan Aset Tetap pada 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berdasarkan PSAP No 07 yang telah 

dilakukan peneliti, maka dapat dilihat tabel 4.6  

Tabel 5 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kejaksaan Negeri 

Kab. Tegal Berdasarkan PSAP No. 07 

No Kejaksaaan Negeri 

Kabupaten Tegal 

PSAP No 07 Keterangan 

1.  Klasifikasi aset tetap : 

aset tetap yang 

diklasifikasikan seluruhnya 

sesuai dengan klasifikasi 

aset tetap yang termasuk 

kedalam PSAP 07 yaitu 

tanah, pelatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, serta 

aset tetap lainnya. 

Aset tetap diklasifikasikan 

berdasarkan kesamaan 

sifat atau fungsinya dalam 

aktivitas operasi entitas. 

Aset tetap diklasifikasikan 

seperti tanah, peralatan 

dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi, 

dan jaringan, aset tetap 

lainnya, serta konstruksi 

dalam bangunan. 

Sesuai 

2.  Pengakuan Aset Tetap : 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal telah  

mengakui adanya Aset 

Aset tetap diakui pada saat 

manfaat ekonomi masa 

depan dapat diperoleh dan 

nilainya dapat diukur 

Sesuai  
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Tetap yang memiliki masa 

manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan. Aset tetap 

tersebut dihitung secara 

cermat dengan 

memperhitungkan biaya 

perolehan aset tetap yang 

terpercaya.  

dengan handal. 

3.  Pengukuran Aset Tetap : 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal telah 

mengukur aset tetap 

berdasarkan biaya 

perolehan. Jika aset tersebut 

diperoleh tanpa nilai atau 

tidak memungkinkan, maka 

biaya perolehan aset tetap 

tersebut diukur dengan nilai 

wajar aset tetap pada saat 

itu. 

Aset tetap dinilai dengan 

biaya perolehan, jika tidak 

memungkinkan 

menggunakan nilai wajar 

saat perolehan 

Sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Penilaian Awal Aset Tetap : 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal 

“Barang berwujud yang 

memenuhi kualifikasi 

untuk diakui sebagai 

Sesuai 
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melakukan penilaian awal 

aset tetap berwujud dengan 

biaya perolehan termasuk 

biaya-biaya yang mengikuti 

seperti biaya pengiriman, 

biaya pemasangan, pajak. 

Aset tetap yang diperoleh 

tanpa nilai, maka nilai aset 

tersebut menggunakan nilai 

wajar saat perolehan aset 

tetap tersebut. 

suatu aset dan 

dikelompokkan sebagai 

aset tetap, pada awalnya 

harus diukur berdasarkan 

biaya perolehan. Bila 

aset tetap diperoleh 

dengan tanpa nilai, biaya 

aset tersebut adalah 

sebesar nilai wajar pada 

saat aset tersebut 

diperoleh.” 

5.  Pengeluaran setelah 

perolehan aset tetap : 

Beberapa aset tetap pada 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal yang 

membutuhkan perawatan 

masih dibiarkan dan belum 

ditangani seperti ruang 

pendaftaran pendaftaran 

tilang yang bocor, lemari 

penyimpanan berkas tilang 

yang rusak, dan AC yang 

“Pengeluaran setelah 

perolehan awal suatu aset 

tetap yang memperpanjang 

masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi 

di masa yang akan datang 

dalam bentuk kapasitas, 

mutu produksi, atau 

peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan 

pada nilai tercatat aset 

Belum Sesuai  
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mati. Pengeluaran setelah 

perolehan awal ini tidak 

ditambahkan dengan nilai 

awal suatu aset.  

yang bersangkutan.” 

6.  Penyusutan aset tetap : 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal terkait 

aspek penyusutan aset tetap 

dilakukan dengan 

menggunakan metode garis 

lurus yaitu dengan 

mengalokasikan nilai yang 

dapat disusutkan dari aset 

tetap secara merata setiap 

semester selama masa 

manfaat.  

“Penyusutan nilai aset 

tetap dilakukan dengan 

berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan 

masa manfaat. Metode 

penyusutan yang 

digunakan harus dapat 

menggambarkan manfaat 

ekonomik atau 

kemungkinan jasa (service 

potential) yang akan 

mengalir ke pemerintah. 

Sesuai  

7.  Penghentian dan Pelepasan 

aset tetap : 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal 

menyatakan bahwa aset 

tetap  diberhentikan 

penggunaanya secara 

Suatu aset tetap 

dieliminasi dari neraca 

ketika dilepaskan atau bila 

aset secara permanen 

dihentikan penggunaannya 

dan tidak ada manfaat 

ekonomi masa yang akan 

Sesuai  
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permanen dan dikeluarkan 

dari neraca pada saat ada 

penetapan dari entitas sesuai 

dengan ketentuan 

perundang-undangan 

dibidang pengelolaan BMN 

(Barang Milik Negara).  

datang. 

8.  Pengungkapan dan 

Penyajian  aset tetap : 

Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal terkait 

Laporan Keuangan 

Pemerintah mengungkapkan 

dasar penilaian untuk aset 

tetap, nilai penyusutan, serta 

nilai buku aset tetap setelah 

dikurangi penyusutan.  

Laporan keuangan harus 

mengungkapkan untuk 

masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut : 

Dasar penilaian yang 

digunakan untuk 

menentukan nilai tercatat 

(carrying amount); 

Rekonsiliasi jumlah 

tercatat pada awal dan 

akhir periode; Informasi 

penyusutan. 

Sesuai  

Sumber : Data diolah (2023) 

Menurut data yang tertera pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 8 (Delapan) komponen yang harus diperhatikan dalam penerapan 

dan pengelolaan aset tetap berdasarkan PSAP No 07 di Kejaksaan Negeri 
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Kabupaten Tegal. Dari 8 (delapan) komponen tersebut, diketahui bahwa 

terdapat 1 (satu) komponen yang belum sesuai dengan PSAP No 07 yaitu 

terkait dengan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Selain itu, 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal juga telah menambahkan 10 unit aset 

tetap pada peralatan dan mesin untuk periode Januari 2022, sehingga total 

aset tetap hingga 31 Desember 2022 menjadi 505 unit. 

Aset tetap yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal hanya 

diakui setelah diterima dan tercatat di dalam Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI). Semua aset tetap di Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal ialah benda konkret yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mendukung kelancaran operasional Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

dalam melayani pendaftaran tilang seluruh masyarakat di wilayah 

Kabupaten Tegal. Aset tetap memiliki nilai guna lebih dari satu tahun dan 

nilai aset permanen disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. 

Pengakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal selalu 

mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 

tentang tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara 

berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan Evaluasi Penerapan Dan Perlakuan 

Aset Tetap berdasarkan PSAP No 07 pada Kejaksaaan Negeri Kabupten 

Tegal dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal 

belum sepenuhnya menerapkan PSAP No 07 Peraturan Pemerintah No 71 

Tahun 2010 dikarenakan pada aspek Pengeluaran setelah Perolehan aset 

tetap belum sesuai dengan PSAP No 07. Sistem akuntansi yang digunakan 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam mengolah data aset tetap yaitu 

SAKTI (Sistem Aplikasi keuangan Tingkat Instansi) yang dimana 

mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER 

(Satuan Kerja) dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai 

dengan Pelaporan. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran 

antara lain : 

a. Aset tetap yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat 

sebaiknya segera mengalami perbaikan agar tidak mengganggu 

jalannya kegiatan operasional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal.  
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b. Sebaiknya Bagian Pengawasan dan Pembinaan Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal meningkatkan koordinasi dengan BPKAD 

Kabupaten Tegal dalam memberikan informasi mengenai aset-aset 

yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Terutama 

terkait dengan aset-aset yang sudah melewati batas waktu pemakaian 

dan aset yang rusak, yang perlu dihapuskan dari daftar inventaris 

barang. 

c. Penelitian ini masih belum membahas secara rinci mengenai norma 

akuntansi pemerintah untuk laporan aset tetap. Oleh karena itu, 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menjelaskan 

lebih terperinci terhadap data aset tetap yang belum dijelaskan secara 

rinci dalam penelitian ini.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Laporan Barang Gabungan Satker Kelompok (16) 2022 
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Lampiran 2 Laporan Posisi BMN di Neraca Satker 2022 
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Lampiran 3 Daftar Wawancara 

Narasumber : Ibu Novi selaku bagian keuangan  

Daftar Wawancara 

1. Apa saja yang termasuk kedalam klasifikasi aset tetap di Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal? 

Jawaban : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: Persediaan; Tanah; 

Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; 

Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan 

pihak kertiga serta aset lain-lain. Karna itu, BMN dikelompokan menjadi 3 

kelompok yaitu: BMN berupa Persediaan, BMN berupa Aset Tetap dan 

BMN berupa Aset Tidak Berwujud, yaitu APBN yang disediakan oleh 

Kejaksaan Agung untuk Kejari Kab Tegal. 

2. Ketika aset tetap sudah habis masa manfaatnya, apakah akan terjadi 

penghentian dan pelepasan aset tetap? 

Jawaban : Pada akhir masa manfaat, aset dihentikan penggunaannya untuk 

kemudian dihapuskan. Penghentian penggunaan dilakukan dalam 

hal BMN sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah atau penyediaan layanan umum. Suatu aset dapat 

dihentikan penggunaannya karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai 

dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak 

berat, hilang, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau 
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masa kegunaannya telah berakhir. Aset tersebut merupakan aset yang tidak 

dapat lagi memberi manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan 

sehingga hanya menambah beban pemerintah apabila tidak segera 

dihapuskan. 

3. Berapa jumlah aset tetap yang mengalami rusak ringan atau rusak berat? 

Jawaban : Untuk per tahun 2022 , total aset tetap yang mengalami 

kerusakan ringan sebanyak 23 barang. Sedangkan untuk total barang yang 

mengalami rusak berat 0 (nol) atau tidak ada. 

4. Metode penyusutan apa yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal dalam menangani penyusutan aset tetap? 

Jawaban : Penyusutan aset tetap yang dilakukan Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal  dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata 

setiap semester selama masa manfaat. 

5. Berdasarkan PSAP NO 07 th 2010, Bagaimana pengakuan aset tetap di 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal? 

Jawaban : Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nilai aset tetap yang kita sajikan 

berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. 

6. Apakah barang sitaan termasuk kedalam aset tetap? 

Jawaban : Barang sitaan tidak termasuk aset tetap, tapi merupakan BMN, 

jadi harus dibedakan mana yg dinamakan aset tetap mana yang dinamakan 
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Barang Milik Negara atau BMN. Barang rampasan negara merupakan 

Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti 

yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau barang lainnya yang 

berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan 

dirampas untuk negara.  
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Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir 
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